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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat n di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nornor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Mengingat

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

a. bahwa susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu
dilakukan perubahan;

Menimbang

BUPATI BARITO KUALA,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

KEDUDUKAN: SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DANFUNGSI, SERTA TATAKERJA

BADAN PERENCANAAN PEMB.A~l\JGUNAN,PENELITLA.NDAN PENGEMBANGAN

TENTANG

PERATURANBUPATI BARITO KUALA
NOMOR 101 TAHUN 2020

BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016
Nomor34).

12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15
Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor33);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor5887);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4S93);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
WewenangPengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor4264);

5. Pcraturan Pcmcrintah Nomor 100 Tahun 2000 tcntang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubab dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun
2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
R hl·1r T d . 1\T 4.1Q4.)~epu~..l~••n oneSla •.omor .• ~ . ;

4. Peraturan Pemerintab Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Funasional Pezawai NegeriSipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia T8hun 1994 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3547);



(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan terdiri dari ;
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian
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Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengernbangan

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembarigan rnerupakan
unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah,

Pasal2

BAB II
KEDUDUKAN,SUSUNANORGANISASI,TUGASDANFUNGSI

SERTATATAKERJA
Bagian Pertama
Kedudukan

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dan

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten Barite Kuala.

3. Pcmcrintahan Dacrah adalah pcnyclcnggaran urusan pcmcrintahan olch
pemerintahan dacrah dan dcwan pcrwakilan rakyat daerah mcnurut as as
otonomi daerah dan rugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Barito Kuala.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

pengembangan Kabupaten Barito Kuala.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan pengembangan Kabupaten Barite Kuala.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan yang

melaksanakan kegiatan teknis operasional danl atau kegiatan teknis
penunjang tertentu.
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BAB I
KETENTUANUMUM

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTATATA¥...ERJABADANPERENCANA..<\NPEMB.A~l\fGUN.A_N,
PENELITLA ...."'l DAN PENGEMBPJ-1GAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:



(1) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas membantu
Bupati rnenyelenggarakan perencanaan pembangunan, pengendalian,
penelitian dan pengernbangan untuk melaksanakan fungsi penunjang
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
menyelenggarakanfungsi :
a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Pembangunan
Daerah, bidang Evaluasi dan Pengendalian, serta bidang Penelitian dan
Pengembangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Perencanaan
Pembangunan daerah, bidang Evaluasi dan Pengendalian, serta bidang
Penelitian dan Pengembangan kepada seluruh perangkat daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya.

c. Pembinaan teknis dan koordinasi penyelenggaraan fungsi-fungsi
penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang Perencanaan
Pembangunan daerah, bidang Evaluasi dan Pengendalian, serta bidang
Penelitian dan Pengembangan kepada seluruh perangkat daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya.

d. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas di bidang
Perencanaan Pembangunan daerah, bidang Evaluasi dan Pengendalian,
serta bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup
tugasnya.

e. Pengevaluasian dan pelaporan atas pe1aksanaan tugas eli bidang
Perencanaan Pembangunan daerah, bidang Evaluasi dan Pengendalian,
serta bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan lingkup
tugasnya.
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Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

c. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
1. Subbidang Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam.
2. Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan. .
3. Subbidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan manusia.

d. Bidang Evaluasi dan Pengendalian, terdiri dari :
1. Subbidang Evaluasi dan Pcngcndalian Pcrckonomian dan Sumbcr

DayaAlam.
2. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Infrastruktur dan Kewilayahan
3. Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pemerintahan Dan

Pembangunan Manusia
e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :

1. Subbidang Pengelolaan Data, Informasi Dan Penerapan Aplikasi
Perencanaan Pembangunan.

2. Subbidang Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah.
3. Subbidang Penelitian Dan Pengembangan Kerjasama Daerah.

f. .Jabatan Fungsional, dan
g. Unit Pelaksana Teknis

(2) Bagan susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian
dan Pengembangan sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(1) Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada
Paeal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan
pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi di bidang
perencanaan pembangunan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1),
BidangPerencanaan Pembangunan daerah menyelenggarakanfungsi :
a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan

perekonomian dan sumber daya alarn, perencanaan infrastruktur dan
kewilayahan, serta perencanaan pemerintahan dan pembangunan
manusia.

b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi
serta koordinasi atas pelaksanaan tugas perencanaan perekonomian
dan sumber daya alam, perencanaan infrastruktur dan kewilayahan,
serta perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia.

c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas
perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, perencanaan
infrastruktur dan kewilayahan, serta perencanaan pemerintahan dan
pembangunan manusia.

d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas
perencariaan perekonomian dan sumber daya alarn, perencariaan
infrastruktur dan kewilayahan, serta perencanaan pemerintahan dan
pembangunan manusia.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Badan terkait dengan tugas
dan fungsi BidangPerencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Pasal6

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mempunyai tugas
membantu Badan melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian,dan Pengembangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Sckrctariat mcnyclcnggarakanfungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian,dan Pengembangan.

b. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi yang meliputi perencanaan, kepegawaian, keuangan, aset,
pelaporan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan
masyarakat, pelayanan hukum, arsip dan dokumentasi eli lingkungan
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan.

c. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan tugas
kesekretariatan.

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait
dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai ketentuan perundang
undangan.
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f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olehBupati terkait dengan tugas
dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangansesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



(1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyiapkan
pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi dibidang
Penelitian dan Pengembangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1),
BidarigPenelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan data,

informasi dan penerapan aplikasi perencanaan pembangunan,
penelitian dan pengembangan inovasi daerah, serta penelitian dan
pengembangan kerjasama daerah.

b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi
serta koordinasi atas pelaksanaan tugas pengelolaan data, informasi
dan penerapan aplikasi perencanaan pembangunan , penelitian dan
pengembangan inovasi daerah, serta penelitian dan pengembangan
kerjasama daerah.

c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas
pengelolaan data, informasi dan penerapan aplikasi perencanaan
pembangunan , penelitian dan pengernbangan inovasi daerah, serta
penelitian dan pengembangan kerjasama daerah.

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan olen Badan terkait dengan tugas
dan fungsi Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Pasal8

(1) Bidanz Evaluasi dan Penzendalian sebazaimana dimaksud pada Pasal 3
ayat (i), mempunyai tugas membantu Badan menyiapkan pelaksanaan
kebijakan tek......'1is, pernbinaan dan koordinasi dibidang Evaluasi dan
Pcngcndalian.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1),
Bidang Evaluasi dan Pengendalian menyeienggarakan fungsi :
a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis evaluasi dan

pengendalian perekonomian dan sumber daya alam, evaluasi dan
pengendalian infrastruktur dan kewilayahan, serta evaluasi dan
pengendalian pemerintahan dan pembangunan manusia.

b. Penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis, supervisi
serta -koordinasi atas pelaksanaan tugas evaluasi dan pengendalian
perekonomian dan sumber daya alam, evaluasi dan pengendalian
infrastruktur dan kewilayahan, serta evaluasi dan pengendalian
pemerintahan dan pembangunan manusia.

c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas
evaluasi dan pengendalian perekonomian dan sumber daya alam,
evaluasi dan pengendalian infrastruktur dan kewilayahan, serta evaluasi
dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan manusia.

d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan tugas
evaluasi dan pengendalian perekonomian dan surnber daya alarn,
evaluasi dan pengendalian infrastruktur dan kewilayahan, serta evaluasi
dan pengendalian pemerintahan dan pembangunan manusia.

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait
denzan tuzas dan flln(n:i Bidane H',,-:>hl-:>~i don Penzendalian sesuai.£.E> b V ~.&..£. ....... .L.A.f,v.t,.....,;J. b.I..J. \A..A.\, ..u .......v.... \.A"J. L "" .&.0 .. \.4\.o4,..L£\.A"J.J. -

ketentuan perundang-undangan.
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(I) Subbidanz Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam
sebagaimana dimaksud pada Pasal3 ayat (1), mempunyai tugas membantu
Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan
umum dan tcknis, koordinasi, pcmbcrian bimbingan tcknis, dan supcrviei,
serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan
fasilitasi eli bidang perencanaan perekonomian dan sumber daya alamo

(2) Subbidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan
teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta
melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan
fasilitasi di bidang perencanaan infrastruktur dan kewilayahan.

(3) Subbidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1),mempunyai tugas membantu
Bidang rnenyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pernbinaan
umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,
serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan
fasilitasi di bidang perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia

(4) Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Perekonomian dan Sumber Daya
Alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas
membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis,
pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi,
pelaporan dan fasilitasi di bidang evaluasi dan pengendalian perekonomian
dan sumber daya alarn.

(5) Subbidang Evaluasi dan Pengendalian infrastuktur dan kewilayahan
sebagaimana dimaksud pada Pasal3 ayat (1), mempunyai tugas membantu
Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan
umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi,
serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan
fasilitasi di bidang evaluasi dan pengendalian infrastuktur dan
kewilayahan.

(6) Subbidang Evaluasi dan Pengendalian Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia. sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), mempunyai tugas
membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis,
pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis,
dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi,
pelaporan dan fasilitasi di bidang evaluasi dan pengendalian pemerintahan
dan pernbangunan man usia.

(7; Subbidang Pengelolaan Data, Informasi Dan Penerapan Aplikasi
Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal3 ayat (1),
mempunyai tugas membantu Bidang menyiapkan bahan pelaksanaan
kebijakan teknis, pembinaan umum dan teknis, koordinasi, pemberian
bimbingan teknis, dan supervisi, serta melaksanakan pengawasan,
pengendalian, evaluasi, pelaporan dan fasilitasi di bidang pengelolaan
data, informasi dan penerapan aplikasi perencanaan pembangunan.

(8) Subbidang Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah sebagaimana
dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1), mempunyai tugas membantu Bidang
menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan
teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta
melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan
fasilitasi di bidang penelitian dan pengembangan Inovasi Daerah.

Pasal9



Pasal12

Pengangkatan dan pemberhentian aparatur sipil negara dalam jabatan
struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala elibebankan kepada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala;

BABV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

BABIV
PEMBIAYAAN

(1) Dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pernbantuan, Badan
Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkup intemal perangkat daerah maupun dalam hubungan dengan
perangkat daerah dan instansi lain.

(2}Dalam melaksanakan tugas don fungsi, Badon Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan harus menyusun prosedur dan mekanisme
(bussines process) yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif
dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.

(3) Setiap pimpinan unit organisasi harus menerapkan sistem pengendalian
intem pemerintah eli lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan untuk mewujudkan terlaksananya
mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,
pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

(4) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pernbangunan,
Penelitian dan Pengembangan bertanggungjawab mcmimpin dari
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

(5) Setiap pimpinan unit organisasi pada Badan Perencanaan Pembangunan,
Peneiitian dan Pengembangan wajib mengawasi pelaksanaan tugas
bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib
mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(6) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk
serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan
laporan secara berkala tepat pada waktunya.
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B.I\B III
TATAY£RJA

(9) Subbidang Penelitian Dan Pengembangan Kerjasarna Daerah sebagaimana
dimaksud pacta Pasal 3 Ayat (1)~ mempunyai tugas membantu Bidang
rnenyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan umum dan
teknis, koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta
melaksanakan pengawasan, pengendalian, evaluasi, pelaporan dan
fasilitasi di bidang pcnclitian dan pcngcmbangan kcrjasama dacrah.



RAH

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 22 Desember 2020

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penernpatar...mya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati in;
sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Pasal14

BABVII
KETENTUAN PENUTUP

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati mi, maka Peraturan Bupati
Nomor 36 Tahun 2016 yang berkaitan dengan Kedudukan, Susunan
organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan, Penelitian dan Pcngembangan dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 13

BABVl
KETENTUAN PERALlHAN



SUBBIDANG
SUBBIDANG

io- Evaluasi dan Pengendalian __
Perekonomian dan Sumber Penelitian dan Kerjasama

DayaAJam ,

~~\.. P_Jl

11* ~~ 1~
I~ .~~ J.}. ~~

SUB BIDANG
I--iEvaIuasidan Pengendalian

Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

SUBBIDANG
Pengelolaan Data,

ioo- Infonnasi, dan Penerapan
Aplikasi Perencanaan

Pembangunan

SUBBIDANG
_ Perencanaan

Perekonomian dan Sumbel
DayaAJam

to- Perencanaan Infrastruktur ~ Evaluasi dan Pengendalian ~ Penelitian dan
dan kewilayahan ~~ pengem;:~ Inovasi

SUBBIDANGSUBBIDANG

BIDANG EVALUASI
DAN PENGENDALIAN

BIDANG
PENELITlAN DAN
PENGEMBANGAN

SUBBIDANG

I
BIDANG

PERENCANAAN
PEMBANGUNAN

DAERAH

SUBBIDANG
_ Perencanaan Pemerintahan

dan Pembangunan
Manusia

I

JABATAN
FUNUSIONAL

SUBBAGlAN
PERENCANMN, -

KEUANGAN DAN ASET

SUB BAG IAN
UMUMDAN

KEPEGA WAlAN

I

SEKRETARIA T

BADAN
PERENCANAAN
PEMBANGUNAN,
PENELITIANDAN
PENGEMBANGAN

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
Nomor 101 Tahun 2020
Tanggal 22 Desember 2020


